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putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U S A N 

 No.631  K/Pdt .Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H  A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

DIREKTUR PT.  JAYATAMA PERKASA,  berkedudukan  di  

Plu i t  Mas  Blok  EE/10  RT.001/018  Pejaga lan ,  

Kecamatan  Penjar i ngan ,  Jakar ta  Utara ,  da lam  ha l  

in i  d iwak i l i  o leh  kuasanya  Eddy Si rega r ,  SH. ,  dan  

kawan- kawan,  para  Advokat ,  berkan to r  d i  Ja lan  

Pr iha t i n  No.19  Komp.  AL  Kodamar  Kelapa  Gading  

Bara t  Jakar ta  Utara ,

Pemohon Kasas i  dahu lu  Terguga t  ;

m e l  a w a n  :

M U I  S,   ber tempat  t i ngga l  d i  Desa  Belang-

Belang ,  Kecamatan  Kalukku ,  Kabupaten  Mamuju ,  

da lam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  kuasanya  Rustam 

Timbonga,  SH. ,  dan kawan,  para  Advokat ,  berkan to r  

d i  Ja lan  Sukarno  Hat ta  No.85  Mamuju ,

Termohon Kasasi  dahulu  Penggugat  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa sekarang    Pemohon Kasas i  dahu lu  sebaga i  Terguga t  d i  

muka  pers idangan   Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Mamuju  pada pokoknya  atas  dal i l - da l i l  :

Bahwa Penggugat  ada lah  peker j a  (ka ryawan)  yang  beker j a  

pada  Tergugat  se jak  tangga l  01  Mei  2005,  jaba tan  te rakh i r  

ada lah  Dr ive r  Logg ing  dan ga j i  te rakh i r  Rp.  909.400 ,  set i ap  

bulannya  (sesua i  dengan  upah min imum Regiona l )  ;

Bahwa Terguga t  te l ah  mempeker jakan  Penggugat  di l akukan  

secara   t i dak  te r t u l i s ,   namun  hubungan   ker j a   anta ra  

Penggugat  dengan  Tergugat  ber j a l an  sebaga imana  mest inya  

yakn i  adanya  per in t ah  ker j a  dan  dise r t a i  pembayaran  upah  
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peker j a  ;

Bahwa  pada  bulan  Februar i  2009  Terguga t  te l ah  

melakukan  PHK secara  massa l  kepada  37 orang  karyawan loka l ,  

namun  Penggugat  t i dak  iku t  d i  PHK seh ingga    Penggugat  

te tap    menja lankan    tugas    dan  kewaj i bannya   kepada  

Tergugat ,  namun mula i  bu lan  Jun i  2009  sampai  sekarang  gaj i  

Penggugat  t i dak  dibayarkan  oleh  Tergugat  ;

Bahwa se jak  tangga l  03 September  2009 sampai  sekarang ,  

Tergugat  mela la i kan  pula  kewaj i bannya  yakn i  t i dak  

member ikan  lag i  jaminan  hidup  berupa  makanan  dan  la i n - la i n  

yang  menjad i  hak  Penggugat  se laku  peker j a  dengan  per inc i an  

biaya  makan  untuk  set i ap  har inya  Rp.50 .000 , -  X  30  har i  

set i ap  bulan- nya  =  Rp.  1.500 .000 , -  x  4  bu lan  = 

Rp.6 .000 .000 , -  ;

Bahwa  pada  tangga l  10  Agustus  2009  Tergugat  te lah  

mengajukan  sura t  ke  Kanto r  Depar temen  Tenaga  Ker ja  

Kabupaten  Mamuju  dengan  menyatakan  bahwa perusahaan  t i dak  

mungkin  lag i  melan ju t kan  ker j a  di  PT.  Inhu tan i  I  Mamuju  

yang  bera r t i  Perusahaan  akan  tu tup ,  dan  mohon di fas i l i t a s i  

da lam ha l  Pemutusan  Hubungan Ker ja  dengan Penggugat  ;

Bahwa  atas  dasar  sura t  Tergugat  te rsebu t  p ihak  

Depnaker t r ans  dalam hal  in i  Bapak  YUSWANTO te lah  melakukan  

medias i  anta ra  kedua  be lah  pihak  yang  di l akukan  sebanyak  

dua  ka l i  namun t i dak  b isa  te r j ad i  kata  sepakat  d ian ta ra  ke  

dua belah  p ihak  seh ingga  pada akh i rnya  pihak  media to r  te l ah  

mengeluarkan  sura t  an ju ran  Nomor  :  560/32 /B / IX /2009 /DSTT 

tangga l  08 September  2009 ;

Bahwa anju ran  media to r  d i t e r ima  oleh  Penggugat  namun 

pihak  Tergugat  menolak  an ju ran  media to r ,  seh ingga  pada  

akh i rnya  Penggugat  menempuh  penye lesa ian  secara  hukum 

mela lu i  Perad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  

Neger i  Mamuju  k i ranya  dapat  menetapkan  sta tus  hubungan  

ker j a  anta ra  Penggugat  dan Terguga t  ;

Bahwa  t i ndakan  Terguga t  yang  t i dak  membayarkan  upah  

Penggugat  dan  t i dak  member i  lag i  jaminan  hidup  ser ta  

bermaksud  memutuskan  hubungan  ker j a  secara  sep ihak  dengan  
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Penggugat ,  adalah  t i ndakan  atau  perbua tan  yang  ber ten tangan  

dengan  hukum  dan  melanggar  hak- hak  Penggugat ,  seh ingga  

sangat  berdasar  dan  bera lasan  hukum Penggugat  memohon agar  

Tergugat  d ihukum untuk  membayar  upah  Penggugat  yang  belum 

dibayarkan  di tambah  pesangon  atas  te r j ad i nya  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  (berdasarkan  keten tuan  Pasa l  156  Undang-

Undang  No.  13  Tahun  2003)  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

- Gaj i  bu lan  Jun i  2009  sampai  dengan  Januar i  2010

= Rp.  7.275 .200 , -  

- Uang Pesangon  5 x 1 x Upah (Rp.909 .400 , - )

= Rp.  4.547 .000 , -  

- Uang    penghargaan    masa  ker j a   2   x   1   x  

upah

 (Rp.  909.400 , - )  

= Rp.  1.818 .800 , -

- Uang penggant i an  hak  berupa  :

a.  THR 1 bulan  upah  =  Rp.  

909.400 , -  

b. Ongkos  pulang  ke  tempat  asa l  = Rp.3 .000 .000 , -  

c. 15 % x PMK dan Pesangon  =  Rp.954.870 , -  

= Rp.   4.862 .270 , -  

- Uang makan Rp.50 .000 , -  x  30  x  4 bu lan            

                        = Rp.   6.000 .000 , -      

Tota l  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  = Rp.  25.502 .270 , -  

(dua  puluh  l ima  ju ta  l ima  ra tus  dua  r i bu  dua  ra tus  tu juh  

puluh  rup iah )  ;

Bahwa  agar  gugatan  Penggugat  t i dak  menjad i  i l l u so i r  

ke lak ,  maka  untuk  member i  jaminan  te rpenuh inya  gugatan  

Penggugat  maka  berdasar  dan  bera lasan  hukum j i ka  se lu ruh  

har ta  benda  mi l i k  Tergugat  yang  masih  ada  te r l e t a k  di  Base  

Camp Loppon Toppo di l e t a kkan  s i t a  Jaminan  atasnya  ;

Bahwa  untuk  menghindar i  kete r l ambatan  pelaksanaan  

putusan ,  karena  adanya  prasangka  buruk  Penggugat  pada  di r i  
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Tergugat  yang   akan  mengulu r - ulu r   waktu   memenuhi   i s i  

putusan   da lam  perkara  in i ,  maka  sangat  bera lasan  j i k a  

Tergugat  d ihukum  mambayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  

Rp.100.000 , -  (se ra tus  r i bu  rup iah )  untuk  set i ap  har i  

kete r l ambatannya  memenuhi  i s i  putusan ,  te rh i t ung  se jak  

Putusan  da lam  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  hukum yang  

past i  ;

Bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  dapat  d ikabu l kan  

seh ingga  Terguga t  berada  pada  pos is i  yang  ka lah  maka 

berdasar  dan bera lasan  hukum j i ka  se lu ruh  b iaya  yang  t imbu l  

dar i  perka ra  in i  d ibebankan  se lu ruhnya  kepada  Tergugat  ;

bahwa  berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas  para  

Penggugat  I  dan  I I  mohon  kepada  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Mamuju  agar  te r l eb i h  

dahu lu  mele takkan  s i t a  jaminan  atas  har ta  benda  mi l i k  

Tergugat  dan  se lan ju t nya  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Neger i  

te rsebu t  supaya  member ikan  putusan  yang  dapat  d i j a l ankan  

leb ih  dahu lu  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mener ima  dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  sah  dan  berharga  s i t a  jaminan  yang  te lah  

di l e t a kkan  atas   har ta  benda mi l i k  Tergugat  te r sebu t  ;

3. Menyatakan  bahwa  Tergugat  te lah  melakukan  perbua tan  

yang  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  No.  13  Tahun 

2003 ten tang  Ketenagaker j aan  ;

4. Menghukum Terguga t  un tuk  membayar  Gaj i  yang  be lum 

d ibaya r kan  dan  komponen  pesangon  kepada  Penggugat ,  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

- Gaj i  bu lan  Jun i  2009 sampai  dengan Januar i  2010 = 

Rp.  7.275 .200 , -

- Uang Pesangon  5 x 1 x Upah (Rp.909 .400 , - ) = 

Rp.  4.547 .000 , -  

- Uang   penghargaan    masa  ker j a   2  x  1  x  upah  

(Rp.  909.400 , - )  

= Rp.  1.818 .800 , -

- Uang penggant i an  hak  berupa  :

a. THR 1 bulan  upah     = Rp.   909.400 , -  
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b. Ongkos  pulang  ke  tempat  asa l    = 

Rp.3 .000 .000 , -  

c. 15 % x PMK dan Pesangon     =  Rp.  

954.870 , -    = Rp.  4.862 .270 , -

- Uang  makan  Rp.50 .000 , -  x  30  x  4  bu lan   

                      = Rp.   6.000 .000 , -      

Tota l  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  =  Rp.25.502 .270 , -  

(dua  puluh  l ima  ju ta  l ima  ra tus  dua  r i bu  dua  ra tus  tu juh  

puluh  rup iah )  ;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  

(dwangsom)  sebesar      Rp.100 .000 , -  (se r a t u s  r i b u  

rup i a h )  un tuk  se t i a p  har i  ke te r l amba t annya  

memenuh i  i s i  Putusan  i n i  te rh i t ung  se jak   putusan  

dalam  perkara  in i  mempunya i  kekuatan  hukum  yang  

past i  ;

6. Menghukum.  Tergugat  untuk  membayar  se lu ruh  b iaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i  ;  

Atau  :  

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  la i n  mohon  putusan  

yang  sead i l - ad i l nya  berdasarkan  kepatu tan  dan  rasa  

kead i l an  (Ex   Aquo Et  Bono)  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  da lam  pos i t a  gugatan  Penggugat  pada  but i r  1 

sampai   8,  Penggugat   mendal i l k an  bahwa  Tergugat  te lah  

nyata   melakukan  perbua tan  yang  ber ten tangan  dengan  Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 ten tang  Ketenagaker j aan  ;

Bahwa namun dalam pos i t a  la i nnya ,  but i r  9,  10  dan  11  

gugatan  Penggugat  mendal i l k an  adanya  ak iba t  hukum te rhadap  

Tergugat  untuk  melakukan  kewaj i ban  pembayaran  sesua i  dengan  

kerug ian  Penggugat  dar i  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  

dengan  Tergugat ,  (seper t i  juga  anju ran  sdr .  Media to r  

Disnker t r ans  Hubungan  Indus t r i a l  Mamuju  te r t angga l  8 

September  2009) ,  juga  dalam  gugatan  Penggugat  t i dak  
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didukung  bukt i  sura t  la i nnya  saat  medias i ,  juga  dalam 

gugatan  tanpa  menyebutkan  i t i k ad  baik  dar i  Terguga t  da lam 

penye lesa i an  hubungan  ker ja  dan  kond is i  tempat  Penggugat  

beker j a ,  semenjak  dar i   Tahun 2008 ;

Bahwa dengan  pos i t a  gugatan  Penggugat  demik ian ,  yang  

pada  akh i rnya  dapat  menyul i t k an  pemer iksaan  untuk  memutus  

dalam  pokok  perkara  hubungan  indus t r i a l ,  karena  l i ngkup  

acara  pers i dangan  yang  ber laku  di  l i ngkungan  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  ada lah  hukum acara  perda ta  pos i t i f ,  

maka dengan  pos i t a  gugatan  yang  demik ian  gugatan  Penggugat  

kabur  dan t i dak  je l as  (Obscuur  Libe l  )  ;

Bahwa penga juan   gugat an  Penggugat  yang  satu  dengan  

yang  dengan  gugatan  Penggugat  la i nnya  dalam  perkara  yang  

sama  te rhadap  Terguga t  i t u  juga ,  dan  d ia j ukan  berd i r i  

send i r i  dengan  mater i  serupa ,  namun hal  in i  d ipe rkenankan  

untuk  dapat  d igabungkan  dalam satu  gugatan  ko lek t i f ,  tanpa  

merubah  dan/a tau  menambah  per i s t i wa  yang  menjad i  dasar  

gugatan ,  ser ta  t i dak  menuntu t  yang  la i n ,  dan Penggugat  juga  

kurang  cermat  memahami  karena  secara  tegas  te l ah  d isebu t  

da lam  Pasa l  84  Undang- Undang  No.2  Tahun  2004  ten tang  

Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  mela lu i  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l ,  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :  “Gugatan  yang  mel iba t kan  leb ih  dar i  satu  

Penggugat  dapat  d ia j ukan  secara  ko lek t i f ,  dengan  member i  

kuasa  khusus“  ;

Bahwa  per iha l  komulas i  gugatan  dan  penggabungan  

perkara  da lam   keb i asaan    beracara    perda ta    sehar i -

har i  (yang   sudah  menjad i  Yur i sp rudens i )  dapat  d ikecua l i k an  

te rhadap  Penggugat  atau  yang  Tergugat  yang  i t u - i t u  juga ,  

yang  sama  hubungannya  dalam  is i  gugatan ,  d ise r t a i  ada  

hubungan  masuknya  gugatan  yang  sama te reb ih   dahu lu  (ba th i n  

connex i  te i t  ) ,  Pasal  134,  135 R.V.  ;

 Bahwa berdasar  apa yang  te lah  te ru ra i  di  atas ,  gugatan  

Penggugat  kabur  dan t i dak  je las  (Obscuur   Libe l )  ;

bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Mamuju  te l ah  mengambi l  

putusan ,  ya i t u  putusan  No.  07/G/2010 /PHI .Mu.  tangga l  16  
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Apr i l  2010 yang  amarnya  sebaga i    ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  hukum  bahwa  Tergugat  te lah  melakukan  

perbua tan  yang  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  No.  

13 Tahun 2003 ten tang  Ketenagaker j aan  ;

3. Menghukum Terguga t  un tuk  membayar  Gaj i  yang  be lum 

d ibaya r kan  dan  komponen  pesangon  kepada  Penggugat ,  

dengan par inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

Gaj i  bu lan  Jun i  2009  s /d  Januar i  2010  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.7 .275 .200 , -  ;

Uang Pesangon  4 x 1 x  Upah (Rp.1 .059 .400 , - )  

- - - - - - - - - - - - - Rp.5 .297 .000 , -  ;

Uang penghargaan  masa ke r j a  2 x  1 x  upah  

( Rp.1 .059 .400)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.  2.118 .800 , -  ;

Uang penggant i an  hak  berupa  :

THR 1 bu lan  upah  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.  1.059 .400 , -  ;

Ongkos  pu lang  ke  tempat  asa l  - - - - -  Rp.  3.000 .000 , -  ;

15 % x PMK dan Pesangon   - - - - - - - -  Rp.  1.112 .370  , -  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.  5.171 .770 , -  ;

Uang makan Rp.150 .000 , -  x  4 bu lan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.     600.000 , -  ;

Tota l  jumlah  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Rp.20 .462 .770  ;

4. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang paksa  (dwangsom 

)  sebesar  5% dar i  Rp.20.462 .770 , -  ya i t u  Rp 1.023 .138 , -  

set i ap  bulan  atas  kete r l ambatan  memenuhi  i s i  putusan  

se jak  putusan  in i  mempunya i  kekuatan  hukum te tap  ;

5.  Membebankan  b iaya  kepada  Negara  ;

6. Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  dan  se leb ihnya  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  putusan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  te rsebu t  d ibacakan  dalam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  tangga l  16  Apr i l  
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Pdt .  Sus/  2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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2010 kemudian  te rhadapnya  oleh  Tergugat  d ia jukan  permohonan  

kasas i  secara  l i s an  pada  tangga l  28  Apr i l  2010  (dengan  

peran ta raan  khuasanya  khusus  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  

tangga l  22  Februar i  2010)  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  

permohonan  kasas i  No.07/Pd t .G /2010 /PHI .Mu  yang  dibua t  o leh  

Pani te ra  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  

Neger i  Mamuju ,  permohonan  mana di i ku t i  o leh  memor i  kasas i  

yang  memuat  alasan- alasan  yang  di te r ima  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  

te rsebu t  pada tangga l  12 Mei  2010 ;

bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat  yang  pada  tangga l  17  

Mer i  2010  te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Tergugat  dan  Penggugat  mengajukan  jawaban  memor i  kasas i  

yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Surabaya  pada  tangga l  24  

Mei  2010 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

1. Putusan  Judex  Fact i  te lah  sa lah  da lam menerapkan  

hukum penye lesa ian  Hubungan  Indus t r i a l  mengenai  

uang paksa  (Dwangsom)  ;

Bahwa dengan  amar  putusan  Judex  Fact i  da lam  putusan  a  

quo,  Pemohon  Kasas i  sangat  kebera tan  te rhadap  :  

"Menghukum Terguga t  untuk  membayar  

uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  5% ( l ima  persen)  dar i  

( j umlah  to ta l  jumlah  putusan  yang  d ibayarkan )  set i ap  

bulan  atas  kete r l ambatannya  memenuhi  i s i  putusan ,  

te rh i t ung  se jak  putusan  in i  mempunyai  kekuatan  hukum 

yang  past i  sampai  Tergugat  memenuhi  i s i  putusan  in i " .

Bahwa Pemohon Kasas i  memandang,  f i l o so f i  yang  te rkandung  

Hal .  8 dar i    hal .  11  put .  No.631  K/  
Pdt .  Sus/  2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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dalam  penje lasan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  

ten tang  Ketenagaker j aan  hi l a  d ice rmat i  bahwa  Undang-

undang  te rsebu t  juga  t i dak  ser ta  merta  memposis i kan  

pihak  pengusaha  sebaga i  sap i  perahan  yang  harus  

diwa j i b kan  membayar  uang  yang  besar  nomina lnya  tanpa  

alasan  dan  dasar - dasar  yang  cukup  je l as  dan  bera lasan  

dalam hukum.  Namun dengan  mengedepankan  ni l a i - n i l a i  rasa  

kead i l an  bag i  para  p ihak  yang  berpekara  dalam perkara  a  

quo,  Pengusaha  juga  mempunya i  hak  yang  layak  dan  sarna  

dengan  buruh /peker j a  yang  te tap  di l i n dung i  o leh  Undang-

undang.

Bahwa  benar  upah  merupakan  pemenuhan  dalam  pembayaran  

se jumlah  uang  kepada  buruh /peke r j a ,  namun  keten tuan  

Pasal  606 RV.  dan Yur ip rudens i  Mahkamah Agung R. I .  Nomor  

:  791K/S ip /1972  tangga l  26  Februar i  1972  " Iembaga  hukum 

uang  paksa  atau  dwangsom (ex  Pasa l  606  RV.)  t i dak  dapat  

d i te rapkan  te rhadap  perkara  perda ta  yang  dik tum  putusan  

Hakim  berupa  :  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  

se jumlah  uang kepada  Penggugat " .

Bahwa  ha l  in i pun  te rmuat  da lam  buku  Rakernas  Mahkamah 

Agung  R. I .  dengan  ja j a r an  Pengad i l an  Tingka t  Banding  

dar i  empat  Lingkungan  Perad i l an  se lu ruh  Indones ia  tahun  

2009 Perad i l an  Umum, Palembang 6 sId  10 Oktober  2009.

Bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t ,  Pemohon  Kasas i  sangat  

kebera tan  atas  per t imbangan  hukum dan amar  putusan  Judex  

Fact i  te rhadap  dwangsom  untuk  d ipenuh i ,  dan  untuk  

di to l ak  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  d ikenakan  

dalam  perkara  in i ,  seh ingga  cukup  a lasan  bagi  Pemohon 

Kasas i  untuk  menolak  pet i t um  Penggugat  te rsebu t  mengenai  

uang paksa  (dwangsom) .

2. Judex  Fact i  te lah  sa lah  menerapkan  hukum acara  

dalam  penye lesa ian  Hubungan  Indus t r i a l  dengan  

mengabungkan  Perse l i s i h an  Hak  dan  Pemutusan  

Hubungan Ker ja  ;

Bahwa  Per1 imbangan  Hukum yang  memper1 imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  :  :…. bahwa dalam gugatan  in i  Penggugat  menuntu t  

hak- hak  Penggugat  se laku  peker j a  sebaga imana  dimaksud  
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dalam Undang- Undang Nomor 13 

Tahun  2003  ten tang  Ketenagaket j aan  yang  mewaj ibkan  

Tergugat  membayar  berupa  ga j i  yang  belum d ibayar ,  uang  

dan sete rusnya ,  seh ingga  alasan  ekseps i  mengenai  ha l  in i  

d i t o l ak " .  Dan  se lan ju t nya  mengadi l i  da lam  amar  

putusannya  dengan:  "Menghukum  Terguga t  untuk  membayar  

uang  hak- hak  Penggugat  yang  belum  d ibayarkan  kepada  

Penggugat  dengan  r i nc i an ,  sebaga i  ber i ku t  :  (sesua i  

to ta l  jumlah  dalam amar  putusan  Judex  Fact i ) " .

Bahwa Judex  Fact i  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  

in i  te l ah  sa lah  dan  ke l i r u  ser ta  te r kesan  ragu- ragu  dan  

bimbang  dalam member i  per t imbangan  hukum da lam perkara  a 

quo  te r l i h a t  da lam  per t imbangan  hukum  dan  is i  amar  

putusan  perkara  a  quo  te rsebu t  d i  atas ,  tanpa  secara  

khusus  mem-per t imbangkan  sesua i  keten tuan  te rsebu t  Pasa l  

86  Bab  V  mengenai  penye lesa ian  perse l i s i h an  mela lu i  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  dalam Undang- undang  No.2  

Tahun  2004  ten tang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l  " harus lah  waj ib  memutus  te r l eb i h  dahu lu  

perkara  perse l i s i h an  hak  dan/a tau  perse l i s i h an  

kepent i ngan  da lam  ha l  perse l i s i h an  hak  dan/a tau  

kepent i ngan  di i ku t i  dengan  perse l i s i h an  pemutusan  

hubungan  ker j a " .

Bahwa da lam mengadi l i  dan  memutus  perkara  a  quo,  t i dak  

memuat  sta tus  hukum  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  

dengan  Terguga t  dalam  amar  putusannya ,  seh ingga  sta tus  

hukum  Penggugat  da lam  amar  putusannya  t i dak l ah  je l as  

secara  hukum atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  te r l eb i h  

dahu lu  da lam amar  putusan  Judex  Fact i  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i ,  sebaga imana  dalam pos i t a  gugatan  

Penggugat  da lam gugatannya .

Bahwa mengenai  amar  putusan  Judex  Fact i ,  Pemohon Kasas i  

je l as  kebera tan  untuk  menja lankan  hukum dengan  membayar  

se jumlah  uang  te rsebu t  da lam  putusan  a  quo,  karena  

alasan  Pemohon  Kasas i  secara  je l as  dan  tegas ,  bahwa 

apakah  pembayaran  te rsebu t  berdasarkan  te l ah  di l akukan  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Pemutusan  Hubungan  Ker ja  Penggugat  dengan  Terguga t  atau  

apakah  pembayaran  te rsebu t  berdasarkan  Perse l i s i h an  Hak  

anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  ?.

Bahwa  dengan  demik ian  Judex  Fact i  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i  da lam  member ikan  Per t imbangan  

Hukum secara  tekhn i s  beracara  Hubungan  Indus t r i a l  kurang  

cermat ,  kurang  te l i t i ,  ser ta  ke l i r u  member ikan  

Per t imbangan  Hukum  yang   berak iba t   Yur id i s   putusan  

dalam 

perka ra  a quo te l ah  cacat  hukum dan t i dak  mempunyai  ak iba t  

hukum sama seka l i ,  o leh  karenanya  putusan  da lam perka ra  a 

quo harus lah  diba ta l kan  demi  hukum ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  dar i  Pemohon 

Kasas i   kasas i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

mengenai  a lasan- alasan  ke 1 dan ke 2 :

bahwa  alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  Judex  Fact i  t i dak  sa lah  menerapkan  hukum karena  putus  

hubungan  ker j anya  t i dak  d isebabkan  kesa lahan  Penggugat  namun 

disebabkan  oleh  operas iona l  perusahaan  yang  berhen t i  seh ingga  

sudah  patu t  dan  ad i l  Penggugat  mendapat  Konvensas i  sebesar  1 

(sa tu )  ka l i  keten tuan  Pasal  156 ayat  (2 ) ,  (3 )  dan (4 )  Undang-

Undang No.13  Tahun 2003 ;

Namun  demik ian  per lu  perba i kan  putusan  sepan jang  mengenai  

uang  paksa  karena  uang  paksa  hanya  dapat  d i j a t uhkan  apab i l a  

t i dak  berkenaan  dengan pembayaran  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  di  atas ,  maka 

permohonan kasas i  yang dia jukan  oleh  Pemohon Kasas i  :  DIREKTUR 

PT.  JAYATAMA PERKASA te rsebu t  harus  di to l a k  dengan  perba i kan  

amar  putusan  Pengadi l an  Hubungan  Indus t i a l  pada  Pengadi l an  

Neger i  Mamuju  No.07 /G/2008 /PHI .Mu  tangga l  16  Apr i l  2010  

seh ingga  amarnya  seper t i  yang  akan disebu tkan  di  bawah in i  :

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ni l a i  gugatan  da lam perkara  

in i  d i  bawah  Rp.150.000 .000 , -  (sera tus  l ima  pu luh  ju ta  

rup iah )  maka sesua i  Pasal  58  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  

biaya  pekara  d ibebankan  kepada  Negara  ;

Memperhat i kan  Pasa l - Pasal  dar i  Undang- Undang  No.  48 
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Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  yang  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang No.  5 Tahun 2004,  perubahan  

kedua  dengan  Undang- Undang  No.3  Tahun  2009  dan  Undang- Undang  

No.2  Tahun  2004  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  DIREKTUR 

PT.  JAYATAMA PERKASA te rsebu t  ;

Memperba ik i  amar  putusan  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Mamuju  No.07 /G/2008 /PHI .Mu  tangga l  16  

Apr i l  2010 seh ingga  amar  se lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

sebag ian  ;

2. Menyatakan  hukum  bahwa  te rguga t  

te l ah  melakukan  perbua tan  yang  

ber ten tangan  dengan  Undang- Undang 

No.  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  ;

3. Menghukum Terguga t  un tuk  

membayar  Gaj i  yang  be lum 

d ibaya r kan  dan komponen  pesangon  

kepada  Penggugat ,  dengan par inc i an  

sebaga i  ber i ku t  :

Gaj i  bu lan  Jun i  2009  s /d  Januar i  2010  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.7 .275 .200 , -  ;

Uang Pesangon  4 x 1 x  Upah (Rp.1 .059 .400 , - )  

- - - - - - - - - - - - - Rp.5 .297 .000 , -  ;

Uang penghargaan  masa ke r j a  2 x  1 x  upah  

( Rp.1 .059 .400)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.  2.118 .800 , -  ;

Uang penggant i an  hak  berupa  :

THR 1 bu lan  upah  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.  1.059 .400 , -  ;
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Ongkos  pu lang  ke  tempat  asa l  - - - - -  Rp.  3.000 .000 , -  ;

15 % x PMK dan Pesangon   - - - - - - - -  Rp.  1.112 .370  , -  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.  5.171 .770 , -  ;

Uang makan Rp.150 .000 , -  x  4 bu lan  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.     600.000 , -  ;

Tota l  jumlah  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Rp.20 .462 .770  ;

4. Menyatakan  hubungan  ker j a  anta ra  

Penggugat  dengan  Tergugat  putus  

se jak  putusan  Judex  Fact i  d i  

putuskan  ;

5. Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  

dan  se leb ihnya  ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam  pemer iksaan  t i ngka t  

kasas i   kepada  Negara  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada  har i  Rabu tanggal  18 Agustus  2010  o leh  

Prof .  Dr.  Muchsin ,  SH. ,  Hakim  Agung  yang  di te t apkan  oleh  

Ketua  Mahkamah  Agung   sebaga i   Ketua  Maje l i s ,  

Fauzan,SH. ,MH. ,  dan  Horadin  Saragih ,  SH. ,MH. ,  Hakim- Hakim 

Ad.  Hoc sebaga i  Anggota  dan  diucapkan  dalam s idang  te rbuka  

untuk  umum pada har i  i tu  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  te rsebu t  

dengan  dihad i r i  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  

oleh  Budi  Hapsar i ,  SH. ,  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  kedua  belah  p ihak .

Hakim- Hakim  Anggota  :  

K  e  t   u  a :

Ttd . /Fauzan ,SH. ,MH. ,  Ttd . /

Ttd . /Ho rad in  Sarag ih ,  SH. ,MH.  

Prof .  Dr .  Muchs in ,  SH.
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Biaya- Biaya  :  

Pani te ra  Penggant i  :

1. Metera i  ……………………………Rp.   6.000 , -  

Ttd . /  

2. R e d a ks i  ………………………..Rp.    5.000 , -  

Budi  Hapsar i ,  SH.      

3. Admin is t r a s i  kasas i  ……………..Rp.489.000 , -

          J  u m I  a 

h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.500.000 , -

                      

Untuk  Sal inan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n .  Pani te r a

Pani te ra  Muda Perdata  Khusus,

   RAHMI MULYATI ,  SH. ,MH.

NIP.  040.049 .629 .
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